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OBSTRUCTION OF JUSTICE DALAM PENEGKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI :
STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA

(Syakirah Putri Endyan Abdams, 211 0113148, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2026)

ABSTRAK
Obstruction of Justice merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum. Permasalahan utama
terletak pada ketidakjelasan rumusan Pasal 21 UU PTPK yang mengatur tentang tindakan "mencegah, merintangi, atau
menggagalkan" proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan subjektivitas dalam
senafsiran aparat penegak hukum dan menimbulkan ketidakadilan serta diskriminasi dalam penerapan hukum. Rumusan
masalah mencakup bagaimanakah perbandingan pengaturan tindak pidana Obstruction of Justice di kedua negara,
%agaimanakah penerapan Obstruction of Justice tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia dan Singapura.
serta apa sajakah yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum Obstruction of Justice
dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, studi kasus, perbandingan hukum, serta wawancara kepada aparat pencgak hukum sebagai data
Pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur Obstruction of Justice dalam Pasal 21 UU Nomor
31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun norma tersebut
masih mengandung ketidakjelasan definisi istilah kunci seperti “mencegah”, “merintangi”, dan “menggagalkan” yang
imenimbulkan tafsir subjektif oleh aparat penegak hukum. Singapura menerapkan pengaturan lebih spesifik dan sistematis
pada Section 2044 Penal Code dengan sanksi tegas dan didukung oleh lembaga independen CPIB yang efektif.
Inkonsistensi dalam penerapan Obstruction of Justice di Indonesia memiliki dampak yang sangat merusak terhadap
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang menciptakan krisis kepercayaan fundamental terhadap integritas
institusi penegak hukum. Sebaliknya, Singapura menunjukkan bahwa penerapan hukum yang konsisten, tegas, dan tanpa
pandang bulu terhadap status pelaku bahkan terhadap menteri dan pejabat kepolisian justru memperkuat Kepercayaan
publik terhadap sistem peradilan. Penegakan hukum Obstruction of Justice di Indonesia menghadapi kendala utama
berupa ambiguitas Pasal 21 UU PTPK yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi advokat dalam menjalankan
pembelaan dan kesulitan hakim dalam menentukan kriteria objektif karena tidak adanya pedoman teknis yang Konsisten.
Oleh karena itu, diperlukan revisi rumusan pasal agar lebih operasional dan spesifik, penerbitan pedoman teknis oleh
Mahkamah Agung guna memberikan acuan dalam membedakan Obstruction of Justice dan hak pembelaan yang sah, serta

pengaturan perlindungan hukum bagi profesi yang rentan kriminalisasi.
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ABSTRACT
Obstruction of Justice is an acl of someone who obstructs the legal process. The main problem lies in the unclear
formulation of Article 21 of the PTPK Law, which regulates actions that "prevent, obstruct, or thwart " the legal process,
either directly or indirectly. This leads to subjectivity in the interpretation of law enforcement officials and gives rise

injustice and discrimination in the application of the law. The problem formulation includes how the regulation o
\Obstruction of Justice crimes in the two countries compares, how the concept is applied in corruption cases in Indonesic
and Singapore, and what are the obstacles and efforts in overcoming the obstacles to law enforcement of Obstruction o
\Justice in corruption crimes in indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach,

case studies, legal comparisons, and interviews with law enforcement officials as supporting data. The research results
show that Indonesia regulates Obstruction of Justice in Article 21 of Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law

Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, but the norm still contains unclear
definitions of key terms such as "preventing”, nobstructing”, and "thwarting" which give rise 1o subjective interpretations
ulations in Section 2044 of the Penal

by law enforcement officials. Singapore applies more specific and systematic reg
\Code with strict sanctions and is supported by an effective independent institution. the CPIB. Inconsistencies in the
application of Obstruction of Justice in Indonesia have had a devastating impact on public trust in the justice system,

creating a fundamemal crisis of confidence in the integrity of law enforcement institutions. Conversely, Singaporé

demonstrates that consistent, firm, and impartial application of the law, regardless of the status of the perpetrator, evenl
ublic trust in the justice system. The enforcement of the Obstruction o]
J

iministers and police officials, actually strengthens p
ustice law in Indonesia faces a major obstacle in the form of the ambiguity of Article 21 of the PTPK Law which creates

legal uncertainty for advocates in carrying out defense and difficulties for judges in determining objective criteria due l(}
the absence of consistent technical guidelines. This study recommends revising the article to make it more operationd
land specific, issuing technical guidelines by the Supreme Court to provide a reference for distinguishing between
Obstruction of Justice and the right to legitimate defense, and establishing legal protections for professions vulnerable 1o

criminalization.

Keywords: Obstruction of Justice; Law Enforcement; Corruption; Indonesia; Singapore.

This minor thesis has defended in front of the examiner team at, January 27th 2026.

Examiner,

Signature 1 2.
Name Dr. Yosérwan, S.H., M.H. LL.M.. Felia Hermayanti, S.H., M.H.
Acquainted,

Head of the Department of Criminal Law: Riki Afrizal, S.H., M.H.

Sidnature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:
Faculty/University Officer

o, : :
0. Alumni Faculty Name: Signature:

No. Alumni University Name: Signature:

1



	e603d9b0b817a813e638ac1ffdd520f02b3a8388ddb86e160164f86b84065614.pdf
	b353a62d2c9c2b75f63ec239889ce5b136872f98cc1c21f4fc3525f3bda8096d.pdf
	d128c14a9a8850e0b18f66b105d0e10aeb564de2843793bc927dc892f828fcb8.pdf
	7dcc3ae175673efb9ec02322053ebff14119a8a4595a53dce88a0cc863cf55f0.pdf


